BAB III
PELAKSANAAN LANDREFOEM DI KABUPATEN
DAERAH TTENGKAT IT BLORA
PROPINSI JAWA TENGAH

A. Sekilas Tentang Keadaan Pertahshan Di Kabupaten Blora

Satu masalah yang dihadapi oleh Pemerindah Kabu-
paten Deereh Tingkat II Blora, adalah adanya keterbatas-
an persediaan tanah, padehal kebutuhan skan tanah sema
kin meningkat. Yeng menjadi penyebab meningkatnya kebutu

hen akan tanah di Kabupaten Blora ini adaleh :

1. Adanys pertumbuhen penduduk yang semakin meningkat

Sesuai dengan hasil sensus penduduk tahun 1982,
Jumlah penduduk se Kabupaten Blora adalah 1.030.774 jiwa
Kemudian hasil sensus penduduk tahun 1587 mengalemi kena
ikan jumlalj, yeitu 1.039.425 jiwa. Kini tahun 1991 hasil
sensus penduduk menunjukkan angka kenaikan yang besar
sekali sehingga 1.043.227 jiwa. ( Daftar Statistik Jum-
lah Penduduk Se Kabupaten Blora )

Mengingat kenaikan Jjumlah penduduk yung begitu pe
sat, maka sudeh barang tentu penyediaan ekan papan / pe
rumahanpun meningket pule. Kalau tehun 19282 yang lalu
hanya memerlukan papen / perumshan sejumlah 1.030.774 mi
salnye, make tahun ini 1998 sudah berang tentu kebutuhan

ekan papan dan perumshan itu meningkat juga.
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b. pendaftaran hek-hak atas tanah dan peralihan -
hak-hak tersebut ;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yeng ber
laku sebagai alet pembuktien yang kuat.

( 3 ) Pendaftaran tanah diselenggaraken dengan mengingat
keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalulinta
sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya
menurut pertimbangan kenteri Agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam
ayat ( 1 ) di atas, -dengan ketentuan bahwa- rakyat
yYang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya
biaya tersebut.

( UUPA ; 1990 ; 17 - 18 )

Ketentuan pasal 19 di atas ditujuken kepada peme -
rintah untuk melaksanakan pendaftaran ténah demi untuk
kepastién hukum, karena pendaftaran merupakan alat pem-
buktian yang kuat, baik hapusnya hak, peralihan hak, mau
pun dibebaninya hak itu dengan sesuatu hak lain, seperti
Hak Tenggungan; adanya Hak Guna Bangunan atéu Hak Pakai
dietas Hak Milik, harus didaftarkan. ( Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora ; Petunjuk Peleksanaan Pendaftaran Tanah

: 1981 ; 190 )

a. Pelaksanaan Pengukuran tanah

Yang dimaksud dengan pengukuran disini adslah peng
ukuran desa demi desa. Dan sistim yang dipergunakan ada-
lah pengukuran satu-satu desa, bukan satu blok etau keca
matan ataupun satu RK. Dalam pengukxuran desa deri desa
ini, pertama-tame seluruh desa diukur den ditetapkan ba-
tas-batasnya, dipasang patok-patoknya. Adapun peraietaan
Yang biasa dipergunakan delam rengka pengukuran ini ade-
lah meteran panjang ( alet ukur biasa ) dengan cara di -

ukur keliling oleh petugas ukur deri kentor pertanzhan.
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b. Pelaksanaan perpetaan tanah

Setelah diadakan pengukuran desa demi dese, diten-
tukan batas-batasnys dan dipasang patok-patoknya, meka
dilaksanskan perpetaan tanah sesuai dengan hasil penguku
rannya. Artinya pengukuran itu dilaksanakan secara indi-
vidual satu-satu hak yang dimiliki perorangan /  baden,
dengan perbedaan hak-hak tertentu, seperti Hak Milik, -
Hek Gune Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Penge-
lolaan maupun hak-hak lain yang mungkint kelak ada. ( Ba
dan Pertanshan Nasional ; 1981 ; 193 )

Bieye pelaksanasan perpetasan tanah ini dismbilkan -
dari dana yang tanahnya sedeng disdakan pengukuran dan
perpetaan sebanyak 1/2 %, dari harga tansh secara umum.
Dan dilaksanakannya perpetaan tanah fini bertujuan untuk
memperoleh surat ukum yeng ekan dilempirkan dalam serti-

fikat tanah.

€. Pelaksenasan pembukuesn hak atas tanah

Untuk pertama kalinye dalem setiap pendaftaren, di
bukukan dalam buku tanah. Adapun tata cara dalem pembuku
annya diatur dengen pendaftaran tanah desa demi dess ter
masuk juge pengukuran dam perpetaan masing-masing Hak ,

dan ates setiap bidang tanah diterbitkan surat ukur, se-

bagai kutipan dari pengukuran dari daftar surat ukur.

Berdasarken pada hasil pengukuran dan perpetaen yg
berupa surat ukur itu, meka sebelum dibukukan harus di-

umumkan terlebih dahulu selama 90 hari berturut- turaut



36

di kantor-kantor pendafteran tanah dan kantor-kantor kep
pala desa. Hal inl harus dilaksanaskan, karena untuk menj
Jege kemungkinen adanyse sanggahan atas daftar tersebut.

( BPN ; 1981 ; 197 )

Disamping itu ada panitia tanah yang terdiri dari
pegawai Kanfor Penfaftaran Tanah, dan dua orang dari pe-
merintahan desa sebagal panitia penyelidikan tanah., Pani
tia ini bekerja dengen cere musyawarsh dengan yang ber -
sangkutan, Jika ada sengketa-sengketa dan dapat saja
mengadekan perubahan jika telah tercapai kesepakatan. Ji
ka tidak terdapat kesepakatan atau masih ada gugatan, se
telah lewat tenggang pengumum#n mesih dapat mengajukan -
sengketa tersebut melalui Pengadilen Negeri. ( Kentor -

Pertanahan Kabupaten Blora ; Kasi PPT )

d. Pendaftaran perakihan hak atas tanah

-

Sudeh menjadi peraturan pemerinteh, bahwe tiap ada
peralihan hak atas tensh ( mutasi tanah ) harus didaftar
kan dalam dafter sebenarnya, dan pejabat PPAT secara ja-
batan harus mengirimkan berkesnya ke Kantor Pendaftsrsan
Tanah. Karena, hanya PPAT saja setu-satunya pejabat yg
berwenang melakukan pembuatan akta pejabat ates tanah
tenah yang terdapat dalem daerah kerjanya. Demikian pula
peralihen hek karena lelang, meka kentor lelang dalam -
wektu 3 hari sebelum pelelangan harus meminta keterangan
peda kantor pendaftaran tanah. Jika terjadi pewerisan ,

maka para ahli warisnya dengan encaman dende diwajikan -
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mendaftarkan heknya itu kembali dengan suret keterangan-
kewarisan, baik yang diterbitken oleh Pengadilan Negeri,
ataupun oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat, at
au Kantor Urusan Agema Mahkamah Syariyah untuk penduduk-
Bumi Putera, ataupun dari notaris untuk Golongan Eropsah
dan China dari Balai Harta Peninggalan atas timur asing

leinnya, ( BPN ; 19381 ; 199 )

e. Pemberian sertifikat hak atas tansh

Sebenarnya suatu sertifikat tidak begitu saja dibe
rikan kepada yang berhek, gkan tetapi sertifikat itu di
berikan kepade yang berhak apabiia yeng berhak itu memin
tenya karena memerlukannya. Mungkin saja yang berhak itu
tidak memérlukannya, meka ia tidak memintanya.

Untuk mendapatkan sertifiket, harus dikeluarkan bi
aye 1 % dari harga teksiran / umum deri tansh tersebut .
Bisya 1% itu, 1/2 % untuk biaya pengukuran dan pemetaan,
den 1/2 % lagi untuk pembuatan sertifikat itu.

Adapun tate cara untuk memperoleh sertifiket adalea
sebagai berikut. Jika tanah yang akan disertfikatkan itu
teanah dari hasil jual beli, maka seteleh dilaksenakan ju
al beli dengan skta PPAT, satang sendiri ke bagian Pen -
daftaren Tanah / Pengurusan Hak, dengan membaws akta
asli Jual beli deri BPAT, surat keterangan hepela Desa,
d&n Foto Copy KTP. Kerudian mengisi surat pemberitahuan.
Setelah ménerima berkas surat-surat tersebut, seksi Pen-

dafteran Tanah skean melakukan pengukuren den perpetsan
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untuk membua£ gambar situasi. Sementara itu dibuat "Pe -
ngumuman" yang dtempatkan dikantor Pendaftaran Tanah |,
dan Kentor Kepala Desa . Pengumuman itu dipasang selema
90 hari ( 3 bulan ). Jika dalam waktu itu tidak =sda yang
mengajukan keberatan-keberatan, maka permohonannya eskan
dikabulkan. Den kaleau permohonan itu dikabulkan, meka
dikeluarkan Surat Keputusan. Berdasarkan Suret Keputusen
itu, dibuatkan buku tanahnya. Dalem buku tanah itu di-
muat nama pemilik tanah‘dan jJenis haknya. Dan salinan bu
ku taneh serta surat uiur tanah itu dengen dijilid menja
di satu diberi kertas bersampul yang bentuknya ditentu--
kan oleh Peraturan Menteri, itulah sertifikat yang aksn
diberikan oleh pemohon. ( Kentor Pertenahen Kabupaten -
Blora : Kasi PPT )

C. Pelaksanaan Penguasaan Tanah

Setelah dibentuk dan disusun keanggotaan panitia
pelaksanaan Landreform, sebagai tindaken pertamanya ada-
lah meleksanakan penguasaan tansh-tanah kelebihan dari
batas-batas maksimum, sebagaimena diatur daiam Undang
Undang Nomor S6/Prp/1960, den melsksanaken penguasasan
tanah-tansh yang pemiliknye berada di luar Kecamatan at
au di luar jawa ysng dikenasl dengan istilash tanah Absen-
tee, sebsgaimana diatur dalam pesal 3 PP. No. 224 tzhun

1961.

Kegiatan ini dilaksanakan Panitia Landreform Kabu
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paten Daerah Tingkat II Blora pada tahun 1880 - 1985

secara menyeluruh se Kabupaten Blora. Hal ini dileksana-

kan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut

1. Mengingat jumlah pertumbuhan penduduk yang semekin pa
dat den kwalitas penduduk yang semakin maju.

3. Perlu adanya peningkatan hasil produksi pangan yang
berkualitas.

3. Melsksanskan Undang Undang Pemerintah Nomor 56 / 1960
dan PP No. 224 tshun 1961 pasal 3.

( Kantor Pertanahan Kabupaten Blora ; KASI PPT )

Sesuai dengan tugas dan wewenang Bupati / Walikota
madya Kepala Daerah dalem kepanitisan landreform, maka
Bupati Kepala Daersh Tingkat II Blora dengan mengingat
pertimbangan-pertimbangan di atas, menetapkan bahwa ba-
tas masksimum pemilikan tanah adalah 15 Ha. Oleh karena -
itu, bagi para penduduk yang memiliki tanah lebih dari

batas tersebut, meka sken terkena proyek landreform ini.

Pada waktu itu panitia herhassil melaksanakan tugas
nye dalam penguasaan tanah-tanah kelebihan di seluruh Ke
camatan se Kabupaten Blora seluas 256.7790 Ha, yang di-
redistribusikan kepeda pare petani sebenysk 267 orang,Se
dangkan untuk penguasaan tanah-tanah absentee seluas 015
1136 Ha, yang diredistribusikan kepada petani sebanyak -
32 orang. (Kantor Fertunstan kaouaraten Blora ; Dafier -

Penerima Redistribusi Tanah Kelebihan dan Tansah Absente)

Adapun tindakan-tindaken yang dilekukan oleh pani-
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tia landreform dalam meleksanaskan penguasaan tanah-tansh

kelebihan dan tansh-tanah absentee adalah sebagai beri

kut :

1. Tindaken pertama ( tindekan penelitian )

Tindakan ini dileksanakan oleh panitia sendiri de

ngan cara-cara sebagai berikut :

a.

Meneliti leporan-laporan yang sudeh masuk dikantor
BPN Blora disusun secara teratur untuk seluruh Ka
bupaten Blora, sehingga dengan mudah dapat diketa-
hui jumlah pelapor, luas tanah yang dilaporkan un
tuk masing-masing desa dan kecamatan.

Atas dasar laporan tersebut, oleh Kepala BPN menye
rahkan kepada Sidang Panitia Lengkap atas Badan Pe
kerja tentang permufakatan penetapan waktu dan
tempat, serta pelapor yang diperikse diberitahukan

kepada Kecemetan yang bersangkuten.

Para pelapor dipanggil di Kecamatan masing-masing
untuk dimintai keterangsnnya mengenai tansh perta-
nian yang dikuasainya, dengan membawa :

- Suraet Keterangen Penduduk

- Surat-suret bukti tanah, petuk, akte Jual beli ,

hibah, warisan, wasiat dan lein-lein.

. Kepela desas yang bersangkutan harus detehg Juga pa

da wekiu yang telah ditetapkan oleh panitis dengan

Temnbawa

- register penduduk ;
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- register letter C ;

- register jual beli tanah ;

- register warisan hibah tanah ;

- register gadai / bagi hasil / sewa tanah.

e. Diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota ba
dan pekerja dengan disaksikan oleh assisten Wedana
serta Kepala Desa yang bersangkutan.

Tindakan Ke Dua

Pada tindakan ke dua, yang dilakukan panitia ada-
lah menetapkan bagian-bagian tanah untuk bekas pemilik

Até§~dasar ketentuan Surat Keputusan kKenteri Agraria -

tanggal 22 Agustus 1961 No. SK. 509/Ka dan Peraturan -

Pemerintah No. 224 tahun 1961 pasal 2, maka :

a. Panitia memberi kesempatan kepada pelapor untuk me-
ngajukan usul bagian-bagian tanah yang akan tetap
dimiliki dan bagian-bagian tanah yang harus diserah
kan kepada pemerintah ;

b. Dengan memperhatikan usul-usuk tersebut, Panitia
Landreform Kabupaten Blora baru memberi keputuszn
menetpakan bagian tanah-tanah mana untuk bekas pemi
lik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adelah :
-.letak tanah hendeknya tidak Jauh ;

- adanya kesatuan tanah ;
- adanya kesuburan tanah.

c. neputusan terscbut dikirim kepuda yan; bersongkuten

dengan dissksikan oleh Assisten Wedana / Kepala -

Yang bersangkutan masing-masing.
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3. Tindakan Ke Tiga
Setelah diketahui keputusan yang menetapkan bagian
bagian tanah yang tetap dimiliki oleh pemilik dan un-
tuk Pemerintah, maka panitie melaksanakan pemnberian

Tanda Batas dan Pengukuran, guna mengetahui secara

kongkrit letak batas dan luas tanah yang diserahkan ke

pada Pemerintah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai be
rikut

- pemberian éanda batas diserahkan kepada panitia Land
reform desa setempat dengan disaksikan oleh bekas
peﬁilik den para penggarap tanah yang bersangkutan ;

- pengukuran dilakukan oleh panitia Landreform Desa
dan petugas ukur dari panitia landreform Kabupaten
Blora ;

-~ hasil pengukuran dibuat dalam bentuk gambar ( sket )
dengan diterangkan batas-batas luasnya, No. persil J
letter C Desa, Bekas pemilik, para penggarapnya, je-
nis dan penggunaan tanehnye ;

- hasil-hasil pengukuran yang sudah dibuat dalam ben -
tuk gembar dikirim ke panitia Landreform Daerah Ting
kat Ii; guna penyeles;ian distribusi dan  pemberian

ganti kerugian.

D. Pelsksansan Redistribusi Tanah Negsara

D1 Kabupaten Jneran Tingkat II Blora pada t=hun
1990 / 1991 berhasil meredistribusikan Tanah Negara seba-

gai objek landreform yang terletak di desa Flatungan, Ke-
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camatan Kota Blora, Kabupaten 3lora sebanyak 2,5 S.P.
( 250 Persil ), yang terdiri dari tanah sawah dan tanah
tegalan seluas 36,0394 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilaysh
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, tanah
tanah negara yang akan diredistribusikan di Kabupaten Da
erah Tingkat II Blora yang sebanyak 2,5 S.P. itu adalah

sebagai berikut :

l. a. Lokasi : Desa Platungan, Kec. Kota Blora
b. Luas Tanzh : 35,9020 Ha.
c. Jumleh Bidang / : 100 bidang / 91 KK.
Penggarap

d. Uang Pemasukan/Ke
pada Negara : Rp. 8.687.754,-
e. Tanggal dan No.SK : Tanggal 20 Pebruari 1991
No. 42C-33.3/Neg./61/84/'91
2. a. Lokasi : Desa Pletungan,Kec. Kota Blora
b. Luas Tanah : 34,0554 Ha.
¢c. Jumlah Bidang /
Penggarap : 100 bideng / 41 KX.
d. Uang Pemasukan Ke-
pada Negara : Rp. 3,285.532,-
e. Tanggal don No.SK : Tanggal 20 Pebtruari 1961

No. 420-35.3/Neg/62/84/'91

(¢S]
[W]

. Loxesi : Desa Platungzan,kec. lcta Blora
b. Luas Tanah : 16,0820 He.
c. Jumlah Bidang /

Penggarap : 50 bidang / 25 KK.
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d. Uang Pemasukan Ke-
pada Negara : Rp. 4.029.119,50,-
e. Tanggal dan No.SK : Tanggal 20 Pebruari 1991
No. 420-33.3/Neg/62/84/'91
( Sumber : Buku Daftar Penerima Redistribusi Tanah Kabu-
paten Blora, DIP. 1¢90/1991, Badan Pertenahan Nasional

Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah ).

Redistribusi atau pembagian Tanah Negara ( Objek
Landreform ) kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat
II Blo;a seluas $§,0394 Ha yang telah dibagikan kepada
para petani Desa ;i223hgan, Kecamaten Kota Blora, Kabupa
ten Blora itu adalah Tanah Negara yang telah ditegaskann
menjadi objek redistribusi Pengaturan Penguasaan Tanah
yang telah mendapatkan ijin dispensasi untuk diredistri-

busikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertana

han Nasional Nomor 114-VI-1990 tanggel 12 Maret 1990.
G PR 51V 8 23 < 76

Bahwa pemberiasn Hak Milik tanah objek landreform
seluas 86,0394 Ha tersebut telah diberikan kepada pare

337,813
peteni sejumlah 153 Kepala Keluerga ( 250 bidang tanah )

75 lof
yang berupa tanah sawah dan tanah darat ( tegalan ), de-
ngen memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk zembayar har-

ga tanah itu beserta btiaya administrasinya kepada negare
sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh negara.

Adapun ketentunn dan Syarat-syarat nemberian Hz2k
Milik tersebut acalah sebagail berikut :
a. Harga yang telsh ditetapkan olen negara 1itu harus di-

wavar lunes dalam Jjengkea wektu 2 tzhun terhitur
> J S ’
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sejak ditetapkan surat keputusannya dan disetorkan
kepada Kas Negara / Kantor Pos dan Giro stempat untuk
pelaksanaan landreform atas mata anggaran Badan Perta
nahen Nasional.

Untuk memperoleh tanda bukti haknya / Sertifikat Hak

_MNilik yang diberikan tersebut harus didaftarkan ke-

Kantor Pertanahan setempat dengan memtawa kutipan su-
rat keputusannya selambat-lambatnya dalam jJjangka wak-
tu © bulan setelah ketentuan tersebut membayar 1lunas
harga tanah yang ditentukan.

Tanaﬂ tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai
dengan Peraturan lienteri Agraria No. 3 / 1961.

Yang bersangkutan wajib masuk menjedi asnggota Kopera-
si Pertanian di daeral letak tanahnya.

Yang bersangkutan wajib mengusshakan / mengerjekan ta
nahnya ( sawahnya ) sendiri secara aktif.

Setelah 2 tahun sejak tanggal Surat Keputusannya wa-
Jib dicepai kenaikan hasil tanaman setiap tehunnya se
banyak yang ditetapkan oleh Dinas Fertanion Daerah.
Tanah yeng diberikan terscbut dilerang dialihkan kepa
da pihak lain, baik sebagian.atau seluruhnya kecualil
diperoleh ijin dari Kepale Kantor Pertanahan Kabu-

paten Daeral Tingrot II Blora.

. Kelaelaian atau pelanggaran terhadap ketentuun den

syarct-syaraet tersebut di utas dupat dijadiken alasen

L%

untuk mencebut hak milik yeng telah diberikan.

Dasar-dasar pertimbangan Panitia Landreform Kabu-
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tanah milik Negara kepada para petani desa Platungan, Ke

camatan Kota Blora, Kabupaten Zlora adalah sebagai beri-

kut

a. Prioritas

Sebagaimana diatur dalazm pasal 8 ayat 1 P.P. No.

224 tahun 1961, tentang prioritas-prioritas para peta

ni yang akan mendapetkan bagian tanah adalah :

Fenggarap yang mengerjakan yanah yang bersangkutan ;
Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan
ﬂaAah yang bersangkutan ;

Pekerja tetap pada bekas pexzilik tanah yang bersang-
kutan ;

Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan ta-
nah yang bersangkutan ;

Penggarap yang mengerjakan tanahk hak pemilik ;
Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi pe
runtukanr lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3 ;
Penggarap yang tanah garspznnya kurang dari C,5 Ha ;
Pemilik yang luas taznahnya xurang deri 0,5 Ha ;

Petani / buruh tani lainnys.

b. Pengutamuen, artinya diutamakan bagi petani-petani go-

longan prioritas yang sama.

c. Syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun husus bagi

tiap-tiap golongan prioritus. Sebugeimenea diztur dalaz

pasal 9 P.P. No. 224 tashun 1¢81, adalah sebagai beri -

kut :
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- Syarat-syarat umum :
Warga Negara Indonesia ( WNI ), bertempat tinggal di
Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan

kuat kerja dalam pertaenian.

- Syearat-syarat khusus

Bagi petani yang tergolong dalam prioritet e, b, e
f, dan g, telah mengerjakan sawah yang bersangkutan
sekurang-kurangnya 3 tahun berturt-turut. Bagi peta-
ni yang tergolong dalem prioritet d, telah mengerje
ken tenahnya 2 musim berturut-turt; bagi para peker
Jja tetep yang tergolong dalem praoritet c, teleh
bekerja peda bekas pemilik selama 3 tshun berturtt -

turut.

d. Kewajiban-kewajiban penggarap dalem masa persewaan.

e. Luasnya bagian-bagiasn tanhh yang dibagi-bagikan para
petani dan kesatuan-kesatuan yang ekonomis, adalah mi-
lik 1 hektar. ( Kentor Pertanahan Nasional Kabupaten -
Blora ; Kepala Seksi PPT )

E. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugisn

Setelah tenah-tanah yeng dikuasai oleh Pemerintah
sudah diukur dan dibuat dalaxz bentuk gambar, sebagei tin-
dakan selanjutnya adalah menyiapkan bahan-bahan untuk me

netapken pemberian ganti xerugian kepada bekas pemilik.

Bahan-bahan keterangan tersebut dibuat oleh panitia

landreform Kecamaten atau Panitia Landreform Desa, se-
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bagal bantuan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Blora

dalan menetgpkan ganti kerugian.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tang-

gal 22 Agustus 1961 No. SK. 509/Ka dan pasal 6-7 dari

Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 19861, bahwa bahan-ba-

han yang perlu disediakan untuk keperluan pemberian gan-

ti

keraigian adalah :

Jenis tanah ;

Keadaan tansh ( Nomor, Blok, Kelas dan peruntukan ) ;
Luas_tanah ;

Hasil panen selama § tahun tanah yang bersangkutan ;
Hasil bersihnya, yaitu seperdua hasil kotor bagi tena

man padi dan sepertiga hasil kotor bagi palawi ja.

Hasil rata-rata satu teahun tisp hektar ;

Harga tanaman ;

Perhitungan ganti rugi yang didasarkan atas pasal 6 -

P.P. 224 tahun 1961, Jo. SK. MENDAGRI No. 13 / 1984 ,

bahwa besarnya ganti kerugian ditentukan atas daser

perhitungan perkalian rata-rata selama S5 tahun tera -

khir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan

tiap kelas-tanahnya dengan menggunekan degresifitet -

sebagai berikut :

a. Untuk 5 hektar yang pertama, tiap hektarnya 10 ka-
1i hasil bersih selema satu tahun ;

b. Untuk S5 hektar yang ke dua, ke tiga dan ke empat ,
tiap hektarnya 9 kali hasil bersih selama satu ta-
hun ;

c. Untuk yang selebihnya, tiap hektarnya 7 kali hasil
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bersih selama satu tahun.

Panitia Landreform Kecematan / Desa dalam menyedia
kan beshan-bashan tersebut disediakan blangko isian, yeng
memuat hel-hal tersebut di atas 1 - 8. Setelah diisi ke-
mudien dikirim ke Panitia Landreform Daerah Tingkat IT

Blora untuk diseleseaikan.

Kemudian setelah ditetapkan besarnya ganti kerugi-
an, meka dicantumkan dalam surat tanda penerimaan hek
dan pemberian ganti rugi, yang ditandatangani oleh bekas
pemilik‘éebagai pihek yang menyerahkan tansh, dan pani -
tia Landreform Kabupaten Blora ( Pemerintah ) sebagai pi
hak yang menerima penyerahan hak atas tanah. Dengan demi
kian, tamah-tanah kelebihan tersebut secara rieel atau

secara langsung telah dikuasai oleh Pemerintah.

Ganti rugi yang akan dibayarkan kepada bekas pemi
lik sejumlah 10 % dalam bentuk uang simpanan di BKTN
setempat, yang dapat diembil sewaktu-wektu setelah satu
tahun sejak tensh yang bersangkutan dibagikan kepeda
rekyat. Sedang sise dari juhleh ganti rugi sebesar 90 %-
berupa Surat Huteng Landreform dengen bunga 3 % tiap ta
hun, dan dapat diambil berdasarkan pasal 7 PP 224 tshun
1961. ( Badan Pertenahan Nasional : Petunjuk Pembagien -

Ganti Kerugian ; 1961 ; 7 )
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